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ABSTRAK

Korupsi di Indonesia menunjukkan karakter lintas negara yang semakin
kompleks, khususnya melalui praktik penyembunyian aset di luar negeri dengan
memanfaatkan sistem keuangan global. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius
dalam upaya pengembalian aset, karena memerlukan mekanisme kerja sama
internasional yang efektif dan terstruktur. Data Indonesian Corruption Watch tahun
2020 menunjukkan kerugian negara mencapai Rp56,7 triliun, dengan sebagian
aset berada di luar yurisdiksi nasional. Dalam konteks tersebut, keberadaan
Central Authority sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2006 menjadi pintu utama dalam pelaksanaan Mutual Legal Assistance. Namun,
implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik
dalam aspek koordinasi antar penegak hukum maupun efektivitas kerja sama
internasional. Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara
pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan Central Authority, serta kebutuhan
untuk menilai efektivitasnya tidak hanya dalam perspektif hukum nasional, tetapi
juga dalam kerangka kemaslahatan dan keadilan menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan
yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitik. Sumber data terdiri dari bahan
hukum primer berupa Undang-Undang Nomor I Tahun 2006 dan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder berupa
literatur ilmiah yang relevan. Kerangka teoritik yang digunakan meliputi teori
efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada faktor
substansi hukum, serta teori efektivitas hukum Islam menurut Mohammad Hashim
Kamali yang menekankan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan
model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara sistematis.

Hasil penelitian- menunjukkan bahwa pengaturan Central Authority dalam
Undang-Undang Nomor I Tahun 2006.telah memenuhi aspekformal sebagai dasar
hukum kerja sama internasional, namun belum efektif secara substantif dalam
mendukung pengembalian aset hasil korupsi di luarnegeri. Norma yang ada masih
bersifat umum dan administratif serta belum mengatur secara rinci mekanisme
asset recovery, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi.
Selain itu, problematika pelaksanaan Central Authority menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan, karena belum mampu
menjamin perlindungan harta publik secara optimal dan belum mewujudkan
keadilan substantif dalam pemulihan kerugian negara. Dengan demikian,
penguatan substansi pengaturan dan integrasi kelembagaan menjadi kebutuhan
mendesak agar pengembalian aset tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi
juga mampu mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan dan
keadilan.

Kata Kunci: Central Authority, Pengembalian Aset Korupsi Luar Negeri,
Efektivitas Hukum



ABSTRACT

Corruption in Indonesia has increasingly demonstrated a transnational
character, particularly through the practice of concealing assets abroad by
exploiting the global financial system. This condition creates significant challenges
for asset recovery, as it requires effective and structured international cooperation
mechanisms. Data from Indonesian Corruption Watch in 2020 indicated that state
losses reached IDR 56.7 trillion, with a portion of assets located outside national
jurisdiction. In this context, the existence of the Central Authority as regulated
under Law Number 1 of 2006 serves as the main gateway for the implementation of
Mutual Legal Assistance. However, the exercise of such authority continues to face
various obstacles, both in terms of coordination among law enforcement agencies
and the effectiveness of international cooperation. This research is grounded in the
gap between normative regulations and the practical implementation of the Central
Authority, as well as the need to assess its effectiveness not only from the
perspective of national law but also within the framework of maslahat and justice
in Islamic law.

This research constitutes a library research employing a normative
juridical approach with a descriptive analytical nature. The data sources consist of
primary legal materials, including Law Number 1 of 2006 and the Anti-Corruption
Law, as well as secondary legal materials in the form of relevant scientific
literature. The theoretical framework applies the theory of legal effectiveness by
Soerjono Soekanto, which emphasizes the substance of law, and the theory of
Islamic legal effectiveness by Mohammad Hashim Kamali, which highlights the
principles of maslahat and justice. Data collection is conducted through literature
study, while data analysis utilizes the interactive model of Miles and Huberman,
encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing and
verification in a systematic manner.

The findings reveal that the regulation of the Central Authority under Law
Number-d. of 2006 has fulfilled formal aspects as a legal basis for international
cooperation, yet it remains substantively ineffective in supporting the recovery of
corruption-related {assets abread./ The  existing norms are still general and
administrative in nature and do not comprehensively regulate asset recovery
mechanisms, thereby creating potential obstacles in implementation. Furthermore,
the practical challenges in the implementation of the Central Authority indicate a
misalignment with the principles of maslahat and justice, as it has not optimally
ensured the protection of public assets nor realized substantive justice in restoring
state losses. Therefore, strengthening the substance of regulations and institutional
integration is urgently required to ensure that asset recovery is not merely
procedural but also capable of achieving legal objectives oriented toward utility
and justice.

Keywords: Central Authority, Return of Overseas Corrupt Assets, Legal
Effectiveness
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi di Indonesia sering melibatkan aliran dana yang
disembunyikan di luar negeri. Hal ini menjadi tantangan karena praktik korupsi
umumnya menggunakan sistem keuangan global yang kompleks. Oleh sebab
itu, upaya pengembalian aset memerlukan mekanisme kerja sama antarnegara
yang terstruktur. Data ICW tahun 2020 menunjukkan kerugian negara akibat
korupsi mencapai Rp56,7 triliun dengan sebagian aset berada di luar yurisdiksi
Indonesia.! Contoh konkret adalah kasus Bank Century dan BLBI yang
membutuhkan koordinasi lintas negara dalam proses pelacakan dan pemulihan
aset. Peran Central Authority dalam UU No. 1 Tahun 2006 sebagai pintu masuk
resmi kerja sama internasional.? Dengan demikian, efektivitas Central
Authority menjadi kunci keberhasilan pengembalian aset hasil korupsi ke
negara.

Kajian akademik mengenai peran Central Authority di Indonesia telah
dilakukan sejumlah. peneliti, hukum. Pentingnya kajian ini karena Central
Authority menjadi kunci dalam mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA)

dan pemulihan aset lintas negara. Selain itu, posisi kelembagaan menentukan

! Lalola Ester, dkk., “Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi”, Laporan Penelitian, Indonesia Corruption Watch, 2022, him., 7.

2 Sulis Setyowati, dkk., “Meletakkan Kembali Central Authority Kepada Kejaksaan
Sebagai Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi”,
Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM, Vol. 6:1 (Januari 2025),
him., 14.



efektivitas koordinasi antarinstansi dan kerja sama internasional. Penelitian
Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih menunjukkan Kejaksaan RI
berperan strategis dalam validasi dokumen, penuntutan, serta kerja sama
global.? Penelitian Irwan Triadi dan Mario Marco menegaskan penguatan asas
dominus litis dan pembentukan Badan Pemulihan Aset melalui Peraturan
Kejaksaan No. 3 Tahun 2024 yang mendukung pelacakan, pembekuan, dan
perampasan aset.* Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum
mengulas efektivitas Central Authority dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2006.
Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut
dengan menilai efektivitas pengaturan dan implementasinya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai efektivitas
Central Authority dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Hal
ini perlu dikaji karena meskipun kewenangan telah diberikan kepada
Kementerian Hukum dan HAM melalui UU No. 1 Tahun 2006,
implementasinya masih menghadapi hambatan. Hambatan tersebut tampak
dalam lemahnya koordinasi antar penegak hukum dan sulitnya kerja sama

internasional.® Bahkan, Jaksa ‘Agung” Bidang Pembinaan menilai fungsi

3 Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih, “Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai
Central Authority (Otoritas Pusat) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara
Terorganisasi (Transnational Organized Crime) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal
Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/ MLA) dan
Ekstradisi”, The Prosecutor Law Review, Vol. 1:3 (Desember 2023), hlm., 48.

4 Irwan Triadi dan Mario Marco, “Optimalisasi Pemulihan Aset Melalui Penguatan
Kejaksaan Sebagai Central Authority Dihubungkan Dengan Asas Dominus Litis”, Jurnal
Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 6:4 (November, 2024), him., 9.

5 Lindasari, “Aset Forfeiture as an Instrument In Fighting Corruption”, Corruptio,
Vol. 5:2 (July 2024), hlm., 83.



Central Authority seharusnya berada di Kejaksaan sebagai dominus litis yang
memiliki kewenangan penuh dari penuntutan hingga eksekusi.® Pelaksanaan
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi kendala
seperti lambannya proses MLA dan kurang optimalnya mekanisme pemulihan
aset.” Fakta-fakta ini menimbulkan keraguan apakah pengaturan dalam UU No.
1 Tahun 2006 sudah memadai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan
menganalisis efektivitas Central Authority dalam pemulihan aset berdasarkan
UU tersebut.

Penelitian ini diorientasikan oleh ditemukannya problematika normatif
dalam tatanan regulasi Central Authority di bawah naungan Kementerian
Hukum dan HAM terkait pemulihan aset (asset recovery) perkara korupsi. Isu
krusial tersebut mengakar pada tumpang tindih pengaturan kewenangan,
kedalaman koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta derajat efektivitas
bantuan hukum timbal balik internasional sebagaimana yang dimandatkan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Pengaturan mengenai
pengembalian aset lintas negara dinilai masih bersifat umum dan administratif
sehingga menimbulkan persoalan dalammendukung efektivitas asset recovery.
Persoalan tersebut juga tercermin dalam berbagai pandangan dan pernyataan

pejabat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, yang menyoroti kendala

¢ Admin, “Kejaksaan Sebagai Central Authority Sistem Peradilan Pidana
Terpadu”, Kejaksaan Negeri Pacitan, https://kejari pacitan.Kejaksaan.go.id/berita/s/Kejaksaa
n-sebagai-central-authority-sistem-peradilan-pidana-terp-f0299 diakses 25 September 2025.

7 Lidya Agustin, dkk., “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada
Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia”,
Pampas: Journal of Criminal Law, Vol. 5: 3 (Oktober 2024), hlm., 364.
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koordinasi dan efektivitas pelaksanaan bantuan timbal balik dalam
pengembalian aset hasil korupsi. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga
menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam pengaturan Central
Authority, terutama terkait sinkronisasi kewenangan dan efektivitas pengaturan
bantuan hukum timbal balik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini
dilakukan untuk mengkaji pengaturan Central Authority dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 serta efektivitas pengaturannya dalam
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum

nasional dan hukum Islam.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Central Authority dalam pengembalian aset hasil
korupsi di luar negeri perspektif efektivitas hukum?

2. Bagaimana problematika pengaturan Central Authority  dalam
pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri berdasarkan kemaslahatan

dan‘keadilan?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Guna menjawab seluruh rumusan masalah di atas, penelitian ini diarahkan pada
tujuan dan kegunaan spesifik sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas

adalah:



a. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan Central Authority
dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri perspektif
efektivitas hukum.

b. Mendeskripsikan dan menganalisis problematika pengaturan Central
Authority dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri
berdasarkan kemaslahatan dan keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

a. Secara teoretis, luaran penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi signifikan bagi pengayaan khazanah keilmuan hukum,
khususnya mengenai efektivitas yuridis dalam skema pemulihan aset
(asset recovery) serta efektivitas hukum Islam. Di samping itu, kajian
ini diproyeksikan sebagai referensi akademik yang representatif dalam
membedah integrasi antara hukum positif nasional dan hukum Islam
terkait pengembalian aset korupsi di luar negeri.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konkret
bagi instansi penegak hukum “dan pembuat-Undang-Undang untuk
memperkuat fungsi  Central Authority dalam melacak serta
mengembalikan aset korupsi. Di samping itu, kajian ini dapat menjadi
acuan dalam merumuskan regulasi baru yang lebih taktis menghadapi
kejahatan korupsi lintas negara, dengan tetap menyelaraskannya pada

nilai-nilai keadilan hukum Islam.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah peneliti-peneliti
sebelumnya seperti tesis, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian yang akan dibahas ini.

Pertama, artikel jurnal oleh Agus Budijarto dan Endang
Sulistyaningsih yang berjudul “Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Central
Authority/Otoritas Pusat Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas
Negara Terorganisasi (Transnational Organized Crime) Melalui Mekanisme
Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal
Assistance)”. Mengkaji peran Kejaksaan RI sebagai otoritas pusat dalam
penanganan 7ransnational Organized Crime melalui mekanisme Mutual Legal
Assistance (MLA) dan ekstradisi. Dengan metode penelitian hukum normatif
berbasis studi kepustakaan, artikel ini menyoroti kewenangan dominus litis
Kejaksaan dalam validasi dokumen hukum serta perannya di forum
internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa Kejaksaan berperan strategis
melalui  kebijakan peningkatan ' kompetensi ‘jaksa, harmonisasi regulasi,
penguatan koordinasi Jlintas, instansi,, serta. optimalisasi Direktorat Tindak
Pidana Terorisme dan Lintas Negara dalam penanganan TOC.?

Kedua, artikel berjudul “Optimalisasi Pemulihan Aset Melalui

Penguatan Kejaksaan Sebagai Central Authority Dihubungkan Dengan Asas

8 Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih, “Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai
Central Authority (Otoritas Pusat) Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara
Terorganisasi (Transnational Organized Crime) Melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal
Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/ MLA) dan
Ekstradisi”, The Prosecutor Law Review, Vol. 1:3 (Desember 2023).



Dominus Litis” yang ditulis oleh Irwan Triadi dan Mario Marco membahas
kewenangan Kejaksaan RI sebagai Central Authority dalam kaitannya dengan
asas dominus litis dan dampaknya terhadap optimalisasi asset recovery.
Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan
perUndang-Undangan dan konseptual, artikel ini menegaskan bahwa
Kejaksaan memiliki kewenangan paling lengkap dalam sistem peradilan
pidana, termasuk eksekusi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Kejaksaan berperan penting dalam pemulihan aset, terutama aset pelaku
di luar negeri, dengan penguatan melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset
(Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024) yang memperkuat fungsi pelacakan,
pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset. °

Ketiga, artikel berjudul “Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal
Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar
Negeri” yang ditulis oleh Ricardo Santos dan Hery membahas prosedur MLA
dalam pemulihan aset korupsi lintas negara. Dengan metode penelitian hukum
normatif, artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dan kecepatan proses
pemulihan aset sangat dipengaruhi~ oleh * penanganan ~perkara, proses
pembuktian, alur pengajuan permohonan bantuan, respon negara yang diminta,

serta faktor pendukung lainnya.'”

° Irwan Triadi dan Mario Marco, “Optimalisasi Pemulihan Aset Melalui Penguatan
Kejaksaan Sebagai Central Authority Dihubungkan Dengan Asas Dominus Litis”, Jurnal
Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 6:4 (November, 2024).

10 Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, “Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal
Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri”, Rewang
Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2:1, (Januari, 2021).



Keempat, Juan Maulana Alfedo, Fajar Nur Ramadhan Winandi, dan
Helena Yarra Lanera Pandia dalam artikel “Elaboration Law Concept Pada
Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Penanggulangan Cyber Crime
Transnational Industri 4.0” mengkaji problematika penerapan MLA dalam
menanggulangi cyber crime lintas negara serta formulasi elaboration law
concept di era industri 4.0. Artikel ini menyimpulkan bahwa hambatan MLA
muncul secara internal, seperti kurangnya koordinasi antar instansi akibat
ketidakjelasan peran Central Authority dan keterbatasan pembuktian dalam
UU ITE, serta secara eksternal, yakni perbedaan sistem hukum antarnegara.
Konsep elaboration law ditawarkan dengan mengadaptasi keunggulan sistem
MLA Australia melalui penataan instansi, mekanisme formal, dan peningkatan
pemahaman hakim.!!

Kelima, Sulis Setyowati, Tohadi, dan Guntarto Widodo dalam artikel
“Meletakkan Kembali Central Authority Kepada Kejaksaan Sebagai
Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset dari Hasil Tindak Pidana
Korupsi” menegaskan urgensi pengembalian kewenangan Central Authority
kepada Kejaksaan RI. Dengan’metode penelitian hukum “yuridis normatif,
artikel ini berargumen bahwa kewenangan tersebut mestinya berada pada
Kejaksaan sebagaimana mandat UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun
2021. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi asset recovery

memerlukan komitmen pemerintah dan DPR untuk mengalihkan kembali

! Marfuatul Latifah, “Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana
di Indonesia”, Negara Hukum, Vol. 7:1 (Juni 2016).



kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan, serta
memperkuat strategi, mekanisme kerja sama internasional, aspek hukum, dan
kelembagaan guna mendukung pemulihan aset lintas yurisdiksi.'?

Keenam, Maria Novita Apriyani, Miko Aditiya Suharto, dan Waluyo
dalam artikel “Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance
Indonesia dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar
Negeri” membedah lemahnya implementasi UU Ekstradisi dan UU MLA
dalam memulihkan aset korupsi di luar negeri. Menggunakan metode socio-
legal dengan pendekatan regulasi, konseptual, dan kasus, data riset ini
bersumber dari wawancara dengan Ditjen AHU Kemenkumham. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa ekstradisi dan MLA bertumpu pada traktat
atau asas resiprositas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi melalui
pembaruan UU Ekstradisi (terkait rincian alasan penolakan), pembentukan UU
MLA baru, serta regulasi asset recovery guna memangkas birokrasi, mengatasi
ego sektoral, dan menyelaraskannya dengan UN Model Treaty on Extradition
1990.1

Ketujuh, Rika Dwi Juliani “dan. Syofiaty~ Lubis dalam artikel
“Pengembalian Aset Hasil Korupsi dan Penanggulangan Korupsi Melalui

Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Tinjauan Hukum Indonesia

12 Sulis Setyowati, dkk., “Meletakkan Kembali Central Authority Kepada Keajksaan
Sebagai Efektivitas dan Optimalisasi Pengembalian Aset dari Hasil Tindak Pidana Korupsi”,
Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM, Vol. 6: 1 (Januari 2025).

13 Maria Novita Apriyani, dkk., “Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan Mutual Legal
Assistance Indonesia Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Berada di Luar Negeri”,
Jurnal Ceprido, Vol. 5:1 (Juli 2023).
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dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003~
mengkaji hambatan pemulihan aset negara dan urgensi penerapan Non-
Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Riset yuridis normatif dengan
pendekatan Undang-Undang dan konseptual ini menggunakan data sekunder
dari studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa canggihnya modus pelaku
menyembunyikan aset menuntut adanya mekanisme hukum yang lebih
responsif. NCB Asset Forfeiture dinilai sangat potensial sebagai solusi,
sehingga Indonesia dirckomendasikan untuk segera mengesahkan RUU
Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai tindak lanjut ratifikasi UNCAC
2003.1

Kedelapan, Ricardo Santos dan Hery Firmansyah dalam artikel
“Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset
Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri” meneliti prosedur pelaksanaan
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) serta hambatan dalam
pemulihan aset korupsi lintas negara. Penelitian ini menerapkan metode
penelitian_hukum normatif dengan mengolaborasikan materi perUndang-
Undangan dan bahan hukum sekunder; serta diperkuat oleh hasil wawancara
bersama aparat penegak hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa
efisiensi dan keberhasilan dalam pemulihan aset sangat ditentukan oleh

dinamika penanganan perkara, kompleksitas pembuktian, birokrasi alur

4 Rika Dwi Juliani dan Syofiaty Lubis, “Pengembalian Aset Hasil Korupsi dan
Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan Non Cinviction Based Aset Forfeiture: Tinjauan
Hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2023,
Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia), Vol. 9:1 (2023).
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pengajuan permohonan, tingkat responsivitas negara mitra (Requested State),
serta instrumen pendukung lainnya.

Kesembilan, Albert Theo Andar Pandapotan Sinaga dkk. dalam artikel
“Peran Kejaksaan dalam Pengambilan Aset Terpidana Korupsi sebagai

’

Bentuk Pemulihan Aset Negara dalam Peradilan Pidana” mengkaji peran
Kejaksaan dalam pengembalia aset negara melalui studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini menggunakan metode
hukum normatif dengan sumber utama peraturan pemberantasan tindak pidana
korupsi dan UU Kejaksaan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berdasarkan Pasal 30A ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan berwenang
melakukan penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset milik terpidana
korupsi. Dengan kewenangan tersebut, Kejaksaan diposisikan sebagai elemen
kunci sekaligus ujung tombak dalam memulihkan kerugian keuangan negara
akibat korupsi.

Kesepuluh, artikel bertajuk “Optimalisasi Peran Bantuan Hukum
Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” yang
ditulis~oleh Khoirur Rizal Lutfi" dan "Retno "Anggoro Putri membedah
problematika tersendatnya pemulihan aset korupsi, khususnya yang dilarikan
ke luar negeri. Kendati status Indonesia merupakan negara peserta United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC), regulasi domestik dinilai
masih belum komprehensif dalam menata mekanisme Mutual Legal Assistance

(MLA) secara berdaya guna. Mengandalkan metode yuridis normatif melalui

kombinasi studi literatur dan wawancara, penelitian tersebut mengadopsi
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pendekatan perUndang-Undangan serta perbandingan hukum. Temuan riset ini
menggarisbawahi tiga strategi krusial untuk memaksimalkan MLA, meliputi
formulasi teknis format MLA yang lebih rigid, penguatan kapasitas aparat
penegak hukum pada fase eksekusi, serta pengintegrasian doktrin Non-
Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) ke dalam substansi inti perjanjian
MLA."

Penelitian terdahulu sebagian besar membahas peran Kejaksaan
sebagai Central Authority, optimalisasi Mutual Legal Assistance dalam asset
recovery, serta hambatan normatif dan teknis pengembalian aset lintas negara.
Sebagian penelitian bahkan mengusulkan pengembalian kewenangan Central
Authority kepada Kejaksaan. Namun penelitian tersebut belum secara khusus
mengkaji efektivitas pengaturan Central Authority yang saat ini berada pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2006 melalui analisis efektivitas hukum serta konsep
kemaslahatan dan keadilan, serta belum menawarkan model reformasi
kelembagaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak
pada analisis efektivitas pengaturan Central Authority-yang berlaku saat ini dan
formulasi reformasi kelembagaan melalui model one roof system untuk
meningkatkan efektivitas pengembalian aset tindak pidana korupsi di luar

negeri.

15 Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, “Optimalisasi Peran Bantuan Hukum
Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, Undang: Jurnal
Hukum, Vol. 3: 1 (Juli 2020).
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E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik menjadi landasan awal dalam memahami permasalahan yang
diteliti serta memberikan gambaran umum dalam menjelaskan persoalan pada
rumusan masalah melalui penggunaan teori yang relevan dengan objek
permasalahan yang dikaji.
1. Teori Efektivitas Hukum
Efektivitas hukum mengukur sejauh mana regulasi mampu diterapkan
dan ditaati oleh masyarakat. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima
faktor utama yang mengendalikan tingkat efektivitas tersebut, meliputi
faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta
kebudayaan.'® Kelima faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap
berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang
dikehendaki. Meskipun kelima faktor tersebut saling berkaitan dan secara
bersama-sama  menentukan keberlakuan  hukum, penelitian ini
menempatkan faktor hukum (aturan hukum) sebagai fokus utama analisis.
Penekanan ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kejelasan norma,
konsistensi pengaturan, serta kepastian, hukum, dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
mampu mendukung efektivitas Central Authority oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, teori efektivitas hukum

digunakan terutama untuk mengkaji apakah desain normatif dan

16 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), hlm., 110.



14

pengaturan hukum mengenai Central Authority telah memadai dan selaras
dengan tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut. Faktor-faktor lain
seperti penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan
hukum tetap diperhatikan, namun ditempatkan sebagai faktor pendukung
dalam memahami implementasi aturan hukum. Pendekatan ini
memungkinkan penelitian untuk memberikan penilaian yang lebih terfokus
terhadap kekuatan dan kelemahan pengaturan hukum Central Authority
dalam mendukung pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar
negeri.
2. Konsep Kemaslahatan dan Keadilan

Menurut Mohammad Hashim Kamali!’, hukum Islam dinilai efektif
apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dalam
kehidupan manusia, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks.
Hukum Islam dinilai efektif apabila pelaksanaannya berlandaskan pada
tiga prinsip utama, yaitu kemaslahatan sebagai tujuan kebermanfaatan
hukum, keadilan sebagai ukuran moral dan sosial,.serta pendidikan moral
individu sebagai” dasar tercapainya ‘tatanan masyarakat yang beretika.
Kamali menekankan bahwa ijtihad harus dilakukan secara kontekstual agar
hukum Islam senantiasa hidup, relevan, dan adaptif terhadap perubahan
zaman. Sejalan dengan pandangan tersebut, efektivitas hukum juga

ditentukan oleh adanya otoritas yang tidak hanya menegakkan nilai-nilai

17 Mohammad Hashim Kamali, “Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic
Law”, Islamic Studies, Vol. 38:2 (1999).
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hukum, tetapi sekaligus menjaga legitimasi moral di tengah masyarakat,
karena keberhasilan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada kekuatan
moral dan kepercayaan publik terhadap lembaga pelaksana hukum.'®
Hukum yang berpegang pada nilai kemaslahatan, keadilan, dan pembinaan
akhlak akan memiliki daya guna substantif sebagai instrumen untuk

menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan manusia.

Dengan demikian, hukum Islam akan efektif apabila mampu mencapai
tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi alasan dibalik
penetapan hukum itu sendiri. Teori ini relevan digunakan untuk mengkaji
sejauh mana sistem hukum yang ada mampu menjalankan fungsi moral dan
preventif, khususnya dalam konteks peran Central Authority dalam
pengembalian aset hasil korupsi lintas negara, agar tidak hanya
menegakkan hukum secara prosedural tetapi juga mengedepankan prinsip

keadilan, kejujuran, dan amanah.

F. Metode Penelitian

L.

Jenis Penelitian

Penelitian” ini ‘merupakan" penelitian yuridis normatif dengan menelaah
sumber hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perUndang-
Undangan mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, literatur

hukum Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan dan keadilan, serta

18 Muhammad Nur, dkk., “From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern

Islamic Inheritance Law”, A/-Manahij, Vol. 19:1 (January-June, 2025), him.,33.
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literatur ilmiah yang relevan mengenai Central Authority dalam
pengembalian aset hasil korupsi.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan serta
menganalisis secara sistematis ketentuan hukum positif tentang
pengembalian aset hasil korupsi dan pandangan efektivitas hukum Islam
mengenai peran negara dalam menjaga harta publik. Analisis kemudian
mengaitkan norma-norma tersebut dengan problematika praktik hukum di
Indonesia, khususnya mengenai Central Authority dalam memimpin
mekanisme asset recovery.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perUndang-Undangan dan pendekatan konseptual. Melalui pendekatan
perUndang-Undangan, aturan hukum terkait Mutual Legal Assistance
(MLA) dan tindak pidana korupsi ditelaah secara mendalam. Di sisi lain,
pendekatan konseptual _diterapkan guna membedah. prinsip keadilan,
kemaslahatan, serta konsep hifz al-mal (menjaga-harta) yang berakar dari
hukum Islam. Melalui kedua pendekatan tersebut, analisis diarahkan untuk
mengkaji efektivitas pengaturan Central Authority dalam pengembalian
aset hasil korupsi ditinjau dari sistem hukum nasional dan perspektif

hukum Islam.
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4. Data
a. Data Primer
Data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal
Balik dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur
pendukung yang relevan dengan topik penelitian, antara lain buku-
buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, dan
pendapat para pakar tentang Central Authority dan pengembalian aset
hasil korupsi.
5. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (/ibrary research) dengan
menelaah bahan hukum primer (UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana, UU Tipikor, peraturan ‘terkait asset recovery, dan perjanjian
internasional) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur
tentang efektivitas hukum dan fikih siyasah). Seluruh data kemudian
diklasifikasikan secara sistematis untuk dianalisis sesuai fokus penelitian.
6. Analisis Data
Analisis data merupakan tahap pengolahan dan penafsiran data yang telah

diperoleh agar menghasilkan informasi yang bermakna, sehingga dapat
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digunakan untuk menjawab rumusan maupun tujuan penelitian,
memberikan solusi terhadap permasalahan, serta memperkuat argumentasi
teoritis. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan untuk
memahami dan mengkaji secara mendalam pengaturan Central Authority
dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan data
yang diperoleh dari peraturan perUndang-Undangan, perjanjian
internasional, literatur hukum, dan sumber hukum Islam. Analisis
dilakukan secara deskriptif dan interpretatif dengan menelaah keterkaitan
antara ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam guna memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan Central
Authority. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan
masalah penelitian serta merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas
pengaturan Central Authority dalam perspektif hukum nasional dan hukum

Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai satu
kesatuan’ pembahasan.” Untuk mempermudah/ pemahaman terhadap alur
penelitian, penyusunan sistematika pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab
sebagai berikut.

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang
penelitian mengenai Central Authority dalam pengembalian aset hasil korupsi,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
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Bab kedua memuat landasan teoretis yang digunakan untuk menjawab
pokok permasalahan penelitian. Fokus kajian dalam bab ini diarahkan pada dua
teori utama, yaitu teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori
efektivitas hukum Islam menurut rumusan Mohammad Hashim Kamali.

Bab ketiga, memuat deskripsi teoretis dan praktis terkait implementasi
UU Nomor 1 Tahun 2006. Fokus kajian diarahkan pada definisi, posisi,
wewenang, serta hambatan yang dihadapi Central Authority dalam
pelaksanaan bantuan hukum timbal balik, yang kemudian dilengkapi dengan
komparasi model kelembagaan Central Authority di beberapa negara lain.

Bab keempat, membahas efektivitas hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, dengan meninjau aspek penerapan
aturan, konsistensi pelaksanaan, serta berbagai hambatan yang memengaruhi
efektivitasnya. Selanjutnya, bab ini menganalisis problematika pengaturan
Central Authority berdasarkan perspektif kemaslahatan dan keadilan dalam
hukum Islam, guna menilai sejauh mana pengaturan Central Authority telah
mencerminkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bab kelima sebagai penutup yang merangkum-kesimpulan serta saran.
Bagian kesimpulan memuat jawaban ringkas terhadap pokok permasalahan
riset, sementara bagian saran memberikan rekomendasi aplikatif sebagai wujud

kontribusi akademis maupun praktis dari kajian ini.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

1.

Efektivitas pengaturan dan pelaksanaan Central Authority dalam
pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 belum optimal secara normatif. Undang-
Undang tersebut telah memberikan dasar hukum formal melalui
penetapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Central
Authority serta pengaturan kerangka umum bantuan timbal balik dalam
masalah pidana antarnegara. Kepastian mengenai otoritas penghubung
telah diatur secara tegas sehingga aspek legalitas kerja sama
internasional terpenuhi. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat
umum dan administratif karena belum memuat norma yang rinci
mengenai mekanisme pembekuan, penyitaan, perampasan, serta
percepatan pengembalian’ aset. | Kewenangan operasional Central
Authority. belum dijabatkan, secara tegas .sehingga membuka ruang
multitafsir dan berimplikasi pada kurang optimalnya koordinasi antar
lembaga penegak hukum. Struktur kelembagaan yang bersifat
administratif juga berpotensi memperpanjang proses koordinasi
sehingga memperlambat pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri.
Selain itu, belum terdapat mekanisme percepatan atau prioritas

penanganan perkara bernilai besar dalam pengaturan tersebut.
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Sinkronisasi dengan peraturan sektoral dan standar internasional juga
belum sepenuhnya terwujud sehingga masih terdapat potensi
disharmonisasi normatif dalam pelaksanaan kerja sama lintas yurisdiksi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan telah memenuhi aspek
kepastian hukum secara formal, namun belum mencakup kelengkapan,
ketegasan, dan responsivitas yang dibutuhkan dalam praktik
pengembalian aset lintas negara.

Problematika pelaksanaan Central Authority dalam pengembalian aset
hasil korupsi di luar negeri menunjukkan adanya kesenjangan antara
pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dengan
prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam. Dalam
kerangka magqasid al-syari‘ah, pengembalian aset merupakan bagian
dari perlindungan harta untuk menjaga kepentingan publik dan
memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Akan tetapi,
pengaturan yang masih bersifat umum dan administratif belum
sepenuhnya mampu, mendukung. perlindungan.harta publik secara
optimal. Ketiadaan mekanisme percepatan, pengaturan khusus asset
recovery, serta instrumen yang adaptif terhadap perkembangan
kejahatan lintas negara menunjukkan bahwa orientasi kemaslahatan
belum diterapkan secara maksimal dalam norma hukum. Selain itu,
pengaturan yang lebih menekankan aspek prosedural menyebabkan
proses pengembalian aset belum berjalan secara efektif dan berpotensi

menghambat tercapainya keadilan substantif. Tidak adanya pengaturan
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mengenai batas waktu, mekanisme pengamanan segera, serta integrasi
kewenangan antar lembaga menimbulkan hambatan koordinasi dalam
praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada
belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan praktik dan belum
optimal dalam mewujudkan perlindungan harta publik serta pemulihan
hak negara. Oleh karena itu, penguatan substansi pengaturan dan
integrasi kelembagaan diperlukan agar pengembalian aset tidak hanya
berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan

kemaslahatan dan keadilan secara konkret.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan pengaturan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 agar lebih responsif terhadap
kebutuhan pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri. Pengaturan
mengenai mekanisme asset recovery, pembekuan, penyitaan, perampasan,
serta petcepatan pengembalian aset perlu'dirumuskan secara lebih rinci dan
operasional guna meningkatkan' efektivitas pelaksanaan bantuan timbal
balik. Penguatan juga diperlukanipada aspek kewenangan dan koordinasi
Central Authority agar tidak terjadi multitafsir maupun fragmentasi
kewenangan antar lembaga penegak hukum. Selain itu, harmonisasi dengan
peraturan perUndang-Undangan lain dan standar internasional perlu
diperkuat untuk mendukung efektivitas kerja sama lintas yurisdiksi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek yang belum

dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti perlindungan hukum
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terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengan aset hasil korupsi di luar
negeri, kendala pembuktian kepemilikan aset lintas yurisdiksi, serta
pengaruh perbedaan sistem hukum antarnegara terhadap keberhasilan
pengembalian aset. Kajian mengenai keamanan data dan pertukaran
informasi digital dalam kerja sama internasional juga penting untuk diteliti
seiring berkembangnya teknologi keuangan dan kejahatan siber. Selain itu,
penelitian mengenai peran lembaga keuangan, perusahaan cangkang, dan
tax haven dalam menyembunyikan aset hasil korupsi juga masih terbuka
untuk dikembangkan guna memperkuat upaya pengembalian aset hasil

korupsi di luar negeri.
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